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PENGARUH EKONOMI MAKRO DAERAH TERHADAP PENDAPATAN 
ASLI DAERAH DI LUWU RAYA 
THE EFFECT OF MACRO ECONOMICS TO DISTRICT OWN SOURCE 
REVENUE IN LUWU RAYA 
 
Sukmawan 
Hj. Indraswati Tri Abdi Reviane 
Hj. Sri Undai Nurbayani 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran 
pemerintah, pengeluaran pemerintah menggunakan time lag 1 tahun dan jumlah 
tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah 
melalui kabupaten/kota di Luwu Raya 2009-2012.  
Penelitian ini juga menggunakan model analisis Regresi Linier Berganda dan 
menggunakan data panel yang menggabungkan antara analisis time series dan 
cross section. Dalam penelitian terdapat 3 kabupaten dan 1 kota yang diteliti di 
Luwu Raya yakni, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu 
Timur dan kota Palopo dari tahun 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa selama periode penelitian variabel pengeluaran pemerintah, pengeluaran 
pemerintah menggukan time lag 1 tahun dan jumlah tenaga kerja melalui 
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 
kabupaten/kota di Luwu Raya. 
Kata Kunci: pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, pertumbuhan 
ekonomi, pendapatan asli daerah. 
 
The objectives of this research is determine the impact of government  
expenditure, government  expenditure using time lag 1 year and labor throught 
economic growth to district own source revenue in Luwu Raya 2009-2012.  
 
Result of this research using multiple linear regression model analysis and using 
panel data that combines time series and cross section analysis. This research  
There are 3 districts and 1 city studied In Luwu Raya between Luwu, Luwu Utara, 
Luwu Tmur and Palopo from 2009-2012. The results showed that during the 
study period of government expenditure variable, government expenditure used 
time lag 1 year and the labor through economic growth did not affect the district 
own source revenue in Luwu Raya 2009-2012 
Keywords :  government  expenditure, labor, government  expenditure,   district 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat 
dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta 
memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan 
pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang 
merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai 
tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. 
(Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999). 
 Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan 
senantiasa didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah. Dalam era 
kebijakan otonomi daerah, desentralisasi memegang peranan penting dalam 
mewujudkan keberasilan otonomi daerah. Desentralisasi sendiri adalah suatu 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada, daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004).  
Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah untuk 
membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu menangani 
urusan domestik, dengan itu diharapkanpemerintah pusat lebih mampu 
berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat 
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strategis. Dilain pihak, daerah otonom akan mengalami proses pemberdayaan 
yang signifikan (Haris, 2005). 
Dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 
Otonomi daerah; Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 
Berkeadilan; serta Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berisi satu paket 
kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 
tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, (2) Undang-Undang Nomor 25 
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai  pengganti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara 
dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.  
Selain itu Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas 
Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, BPK, dan MA yang 
merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan perubahan 
yang sifatnya mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 
tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut mengharuskan tiap daerah 
untuk mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan 
bertanggung jawab dalam rangka memperdayakan masyarakat, lembaga 
ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat 
dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, menuntut 
pemerintah daerah untuk semakin mampu mendanai aktivitas pemerintahan dan 
pembangunan dengan kemampuan sendiri, artinya daerah diharapkan dapat 
mandiri, mempunyai keuangan daerah yang mantap sehingga daerah 
seharusnya tidak lagi terlalu menguntungkan diri pada Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan dana bagi hasil lainnya, yang jumlahnya sangat terbatas bagi 
beberapa daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah otonom 
yang mandiri, perlu melihat lagi faktor-faktor seperti sumber daya manusia dan 
faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Faktor dana ini dapat 
dilakukan dengan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Untuk itu diperlukan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (Yulianto, 2006). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk 
menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah 
secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif 
bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian 
dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu 
masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya 
adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga 
proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis,1997). 
Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada disuatu 
daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 
Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang 
dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan (Halim, 2001). 
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Variabel yang dapat dikendalikan yakni variabel-variabel kebijakan dan 
kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dan variabel ini 
tidak menyediakan data berupa angka-angka sehingga jika dipakai dalam 
sebuah penelitian tidak dapat diukur secara objektif pengaruhnya terhadap 
penerimaan PAD. Namun, variabel ini merupakan variabel pengontrol akan 
kesuksesan peningkatan PAD suatu daerah. Variabel-variabel ini antara lain : 
(a) Kondisi awal suatu daerah; (b) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan 
intensifikasi penerimaan PAD; (c) Pengadaan pembangunan baru; (d) Mencari 
sumber pendapatan baru; (e) Perubahan peraturan; (f) Penyesuaian tarif.  Selain 
variabel yang dapat dikendalikan, juga terdapat variabel yang tidak dapat 
dikendalikan. Untuk menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dinilai 
dengan memakai variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan yakni variabel-
variabel makro ekonomi yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah antara lain seperti: (a). pengeluaran pemerintah (b) jumlah tenaga kerja; 
(c). Pertumbuhan ekonomi. Perbandingan PAD Kabupaten/Kota di Luwu Raya 
tahun 2009 dijelaskan oleh tabel dibawah ini: 
Tabel 1.1 
PAD Kabupaten/Kota di Luwu Raya tahun 2009 (Rupiah) 
Kabupaten/Kota PAD 
Luwu 19.337.923.976.,93 
Luwu Utara 20.966.296.139,86 
Luwu Timur 64.807.549.036,06 
Kota Palopo 21.473.395.000,00 
Sumber : Kantor DPPKAD kabuapten/kota 
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Data Tabel 1.1 menunjukkan perbadingan PAD di Luwu Raya tahun 2009 
dimana Kabupaten Luwu dengan total PAD terendah yakni sebesar 
Rp.19.337.923.976.,93, disusul Kabupaten Luwu Utara dengan total PAD 
sebesar Rp.20.966.296.139,86, Kemudian PAD Kota Palopo sebesar Rp. 
21.473.395.000,00 dan Kabupaten Luwu Timur dengan total PAD tertinggi yakni 
sebesar Rp. 64.807.549.036,06. 
 Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-
sumber penerimaan daerah di Luwu Raya akan lebih jelas jika melihat variabel 
makro seperti, pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, serta pertumbuhan 
ekonomi. Sehubungan dengan itu maka muncul pertanyaan bagaimanakah 
pengaruh ekonomi makro daerah yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga 
kerja, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sejauh mana respon perkembangan variabel 
makro terhadap peneriman PAD di Luwu Raya. Sehingga penelitian ini diberi 
judul, ”Pengaruh Ekonomi Makro Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
di Luwu Raya”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelummya, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penulisan ini : 
1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh secara tidak 
langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 
pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya? 
2. Apakah pengeluaran pemerintah dengan menggunakan time lag 1 
tahun berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya 
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3. Apakah jumlah tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pertumbuhan 
ekonomi di Luwu Raya? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu : 
1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui 
pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya. 
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dengan 
menggunakan time lag 1 tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di 
Luwu Raya. 
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui 
pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penulisan ini adalah : 
1. Sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan tentang 
pengaruh kinerja ekonomi makro daerah terhadap pendapatan asli 
daerah kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya. 
2. Sebagai bahan pembading dan pelengkap bagi penelitian-
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembagunan 
ekonomi daerah khususnya peningkatan pendapatan asli daerah. 
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3. Sebagai bahan informasi bagi pihak–pihak yang berkepentingan 






2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang 
tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-
sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah adalah suatu 
pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun 
sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno, 1984). 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha 
pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang 
bersangkutan dalam membiayan kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang 
terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan 
lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (Datu, 2012) . 
Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga di kemukakan oleh 
HAW. Widjaja, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 
terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 
kekayaan Daerah sep erti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik 
Daerah, serta pinjaman lain-lain (Widjaja, 2002). 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos 
Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos 
Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos 
Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan 
Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya 
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yang menjadi sumber Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan 
serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga 
memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).  
Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak 
menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam 
keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun 
pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. 
Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah 
menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007). 
Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka 
pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka 
panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan 
menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (Brahmantio, 2002). 
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada 
dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) 
jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan 
kekayaan alam, (4) tingkat tekhnologi yang digunakan (Kuncoro,2004).  
Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan 
kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan 
barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Todaro (2003), Pertumbuhan 
ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor,yaitu :  
1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja  
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Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja 
yang bekerja yang notabenya merupakan salah satu faktor yang akan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini 
dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang 
bekerja produktif.  
2. Akumulasi Modal  
Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di 
dalamya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang 
digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar 
output pada masa datang.  
3. Kemajuan Teknologi  
Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting 
dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan 
teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru 
dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.  
Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian 
suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian 
wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya 
penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja 
yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila 
dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi.  
Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :  
1. Produk Domestik Bruto (PDB)  
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Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat 
nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu 
perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.  
2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita  
Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur 
pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk 
dalam skala daerah.  
Boediono (1992) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 
proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator 
pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, 
misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan 
ekonomi akan terjadi apabila ada kencenderungan yang terjadi dari proses 
internal perekonomian itu, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam 
perekonomian itu sendiri. 
Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow 
menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi 
bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang 
mempengaruhi besaranya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang 
untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan 
kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua 
aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 
pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga 
konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per 




2.1.3 Pengeluaran Pemerintah 
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1994). 
Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua 
macam; Pertama, pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk 
pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, 
belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. 
Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka 
menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan 
pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak 
ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta 
menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 1994).  
Menurut Putri (2009) anggaran belanja rutin memegang peranan penting 
untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya 
peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang 
tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya 
dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam 
rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti 
perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga 
utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran 
pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk 
menaikan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos 
pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik 
13 
 
yang paling mendasar antara pinjaman dari dalam dan luar negeri yaitu pada 
saat implikasi di saat pengembalian.  
Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk 
menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan 
pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain 
diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan 
koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen atau 
lembaga negara non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi 
secara bertahap (Dumairy, 1997). 
Kedua, pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan 
untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang 
bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik 
prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu 
(Putri, 2011). 
Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan 
yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan 
pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar 
negeri dalam bentuk program pinjaman. Pengelolaan dana tersebut akan 
dialokasikan kepada departemen dan dan lembaga pemerintah non departemen 
di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang 
diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan 
dana pembangunan yang dikelola daerah (Basri, 2005).  
Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan 
dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap 
dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk 
pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia 
14 
 
di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka 
mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan 
prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan 
pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung 
Hankam, Telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan (Basri, 2005). 
Pengeluaran pemerintah dapat bersifat exhautive expenditure yaitu 
merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat 
langsung dikonsumsi maupun dapat menghasilkan barang lain lagi. Di samping 
itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu berupa 
pemindahan uang kepada individu – individu untuk kepentingan sosial. Jadi 
exhautive expenditure mengalihkan faktor – faktor produksi dari sektor swasta ke 
sektor pemerintah. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian terhadap barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa – jasa guru, 
meliter, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya (Suparmoko, 1987). 
2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari 
identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G + (X-M) yang 
merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi 
campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat 
ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan 
menaikan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang 
mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. 
Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan 
pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan 
menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan 
semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas 
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kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa 
yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu 
menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan 
kegiatan pihak swasta. (Dumairy, 1997) 
Menurut Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan 
bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan 
masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan 
Wiseman adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang 
semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya 
penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin 
meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP 
menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan 
pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar 
Menurut teori Rostow dan Musgrave, dimana mereka menghubungkan 
pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada 
tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio rasio pengeluaran 
pemerintah terhadap pendapatan nasional-relatif besar. Hal itu dikarenakan pada 
tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. 
Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap 
diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan 
dengan itu posisi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya 
peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang 
ditimbulkan perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negatif, 
misalnya pencemaran lingkungan. 
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Menurut  Dorn busch dan fischer (1987) memperlihatkan bahwa kenaikan  
pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi nasional 
yang lebih besar. 
2.1.4 Tenaga Kerja 
Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. 
Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan 
kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002). Angkatan kerja terdiri atas 
golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari kerja 
(simanjuntak, 1985). Angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja 
namun siap untuk bekerja atau sedang mencari kerja pada tingkat upah yang 
berlaku. 
BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed atas tiga 
macam. Pertama, tenaga kerja penuh (full employed) adalah tenaga kerja yang 
mempunyai jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu 
sesuai dengan uraian tugas. Kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah 
pengangguran (under employed) yaitu tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam 
dalam seminggu. Ketiga, tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak 
bekerja (unemployed), yaitu tenaga kerja dengan jam kerja 0 ≥ 1 jam per minggu. 
Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 
angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang 
memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti 
akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih 
besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut 
masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat 




Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya 
pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. 
Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa 
bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan 
dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian panawaran tenaga kerja 
mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnnya permintaan atas tenaga 
kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. 
Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi adalah 
tenaga kerja. 
Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari 
lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang 
tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu 
daerah. (Kuncoro, 2004). 
Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah 
mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari 
pekerjaan dan ,melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus 
rumah tangga. Jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja merupakan 
gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar 
lapangan kerja yang tersedia makan akan menyebabkan semakin meningkatkan 
total produksi di suatu daerah. 
2.1.4.1 Teori Ketenagakerjaan 
Ada beberapa teori penting yang berkaitan dengan masalah 
ketenagakerjaan diantaranya adalah teori Lewis (1959) yang mengemukakan 
bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan merupakan suatu 
masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap 
pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Kemudian menurut 
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teori Fei-Ranis (1961) yang berkaitan dengan negara berkembang yang memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh; sumber daya alamnya belum dapat 
diolah; sebagian penduduknya bergerak di sektor pertanian; banyak 
pengangguran; dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-
Ranis ada tiga tahap dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, dimana 
pengangguran semu dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang 
sama. Kedua, tahap dimana pekerjaan pertanian menambah output tetapi 
memproduksi lebih dari upah institusional yang mereka peroleh dialihkan pula ke 
sektor industri. Ketiga, dimana tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada 
pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih daripada perolehan upah 
konstitusional.  
Sedangkan menurut Mankiw (1992), membedakan tenaga kerja (labour) 
menjadi dua yaitu tenaga kerja berpendidikan (educated) dan tidak 
berpendidikan  (uneducated). Disini tenaga kerja berpendidikan (educated 
labour) diindikasikan dengan proporsi angkatan kerja yang memiliki tingkat 
pendidikan lanjutan (proportion of the labour force with secondary education). 
2.2 Hubungan Variabel 
2.2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan PAD 
Pendapatan asli daerah (PAD) dengan PDRB merupakan hubungan 
secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan 
meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk program-
program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan 
produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat  meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perubahan PDRB. Hal ini sejalan dengan pendapat Bappenas (2003) yang 
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menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan 
pertumbuhan ekonomi.  
2.2.2 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan 
Ekonomi 
Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap PAD yaitu Pengeluaran 
pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah 
menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 
pemerintah mencerminkan pelayanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 
untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro mengenai 
perkembangan pemerintah dikemukakan oleh salah satu ahli ekonomi Sukirno 
(1994) yaitu dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran 
pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 
menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 
pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan 
tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi 
pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus 
menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, 
investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meingkatkan pertumbuhan ekonomi 
agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow 
mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari 
penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti 
halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan 




2.2.3 Hubungan Antara Jumlah Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan 
Ekonomi 
Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan 
dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik 
pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang 
diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga 
penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk 
merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan 
sebagai unsur panting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah 
penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. 
Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja 
dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal 
yang mempengaruhi besaranya output. Semakin besar jumlah tenaga kerja akan 
meningkatkan jumlah output yang dihasilkan di dalam perekonomian. Tenaga 
kerja sebagai salah satu faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi 
peranannya dipengaruhi oleh keterampilan, tingkat pendidikan, dan daya kreasi 
yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Semakin tinggi tenaga kerja tersebut 
memiliki kemampuan itu, maka akan cenderung meningkatkan produktivitasnya. 
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam bentuk meningkatnya output 
yang dihasilkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.  
2.3 Study Empiris 
Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk 
menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-
hasil penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk 
melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang 
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dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan 
diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana 
penelitian ini : 
Menurut Santosa dan Rahayu (2005) dalam penelitian yang berjudul 
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten 
Kediri menyimpulkan bahwa Variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, 
pengeluaran pembangunan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
PAD. 
Menurut Triani dan Yeni Kuntari (2010) dalam penelitiannya  Pengaruh 
Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 
2003-2007 di Kabupaten Karanganyar , menyimpulkan bahwa ketiga variabel 
independen yang dimasukkan dalam model yang di-ekpectasi-kan berpengaruh 
terhadap penerimaan PAD yaitu PDRB, jumlah penduduk, serta tingkat inflasi 
dan ternyata ketiganya memiliki nilai signifikan terhadap penerimaan PAD. 
Kondisi ini dibuktikan dengan hasil Uji bersama-sama semua variabel 
independen terhadap variabel dependen atau uji F yang menghasilkan nilai F 
sebesar 222,404 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 pada alfa 5%. Hasil 
ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut signifikan berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen-nya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo (2011) dalam skripsinya 
dengan judul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 
Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Periode Tahun 1985 - 2009”. yang 
menyatakan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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2.4 Kerangka Pikir 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur kemandirian 
keuangan suatu daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah 
maka akan semakin baik dalam melaksanakan otonomi daerah.  
Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya  
perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan infrastruktur 
dan sarana prasarana yang ada di daerah sehingga akan berdampak pada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatnya pendapatan 
asli daerah. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, 
penggagas dan pelaksana dari pada pembangunan di daerah tersebut, sehingga 
dapat memajukan daerah tersebut. Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi 
pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah 
tersebut.   
Dari penjelasan tersebut muncul suatu kerangka konsepsional yang harus 
dilakukan pengujian berkaitan dengan perkembangan variabel makro yaitu 
Pengeluaran Pemerintah, jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi 
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 Dalam usaha pemecahan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 
penulis membuat hipotesis diduga: 
1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui 
pertumbuhan ekonomi  di Luwu Raya.  
2. Diduga pengeluaran pemerintah dengan menggunakan time lag 1 tahun 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi  di Luwu 
Raya 
3. Diduga jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui 




















3.1 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan propinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Luwu 
Raya yang terdiri dari Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo. 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimulai dari tahun 
2009 sampai tahun 2012. Data ini merupakan gabungan dari data time series 
dan data cross section atau Panel Pooled Data. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari Luwu dalam angka, Luwu Utara dalam angka, Luwu 
Timur dalam angka dan Kota Palopo dalam angka, serta kantor/instansi yang 
berhubungan dengan penyediaan data penelitian, dan informasi dari internet 
yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian  ini  dengan cara 
Penulis mengajukan surat izin penelitian kepada instansi-instansi yang terkait 
dengan penulisan ini dalam suatu wilayah penelitian, setelah diberikan izin 
penelitian dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan kemudian data tersebut 
akan diolah dan digunakan sebagai bahan analisis untuk membuktikan hipotesa 
yang telah dikemukan. 
3.3.1 Metode Analisis   
Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga 
kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah 
kabupaten/kota di Luwu Raya, digunakan metode regresi berganda. 
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Metode regresi berganda adalah metode regresi yang melibatkan satu 
variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan pengolahan data-
data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode Ordinary Least 
Square (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis 
tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti 
berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi 
permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat 
(Wagiono,1994).  
Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data 
dengan menggunakan program Eviews. Analisis dengan menggunakan panel 
data adalah kombinasi antara deret waktu (time-series data) dan kerat lintang 
(cross-section data). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan 
data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu 
variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. 
Dalam data panel, unit cross section yang sama di survey dalam beberapa 
waktu. Parameter variabel independen akan diestimasi dengan menggunakan 
analisis data panel dengan menggabungkan data cross section dan time series. 
Persamaan (3.1) adalah bentuk model dasar untuk análisis empirik 
dengan menggunakan data panel untuk keperluan analisis dengan 
menggunakan model regresi linier berganda, maka model estimasinya dituliskan 
sebagai berikut: 
Y1 = f (X1, X1(t-1) ,X2 ) .........................................................……(3.1) 
Y2 = f (Y1) ........................................................................……(3.2) 
Persamaan fungsi pertumbuhan ekonomi (Y1) yang didapatkan dengan 
memasukkan unsur pengeluaran pemerintah (X1), pengeluaran pemerintah (t-1) 
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dan jumlah tenaga kerja (X2), sehingga didapatkan persamaan logaritma non 
linear sebagai berikut: 
eY1 = α0 X1α1 X1(t-1) α2 X2 α3 eµ1 ................................................……(3.3) 
Y2 = β0 eβ1Y1+ µ2...........................................................................(3.4) 
Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas 
dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model 
logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghozali, 
2005) adalah sebagai berikut: (a) Menghindari adanya heteroskedastisitas, (b) 
Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas dan (c) Mendekatkan skala 
data. 
Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam 
bentuk semilog linear (semi-log). Dimana semi-log mempunyai beberapa 
keuntungan di antaranya (1) koefisien-koefisien model semilog mempunyai 
interpretasi yang sederhana, (2) model semilog sering mengurangi masalah 
statistic umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas, (3) model semilog 
mudah dihitung. Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut: 
Y1it = lnα0 + α1lnX1it + α2lnX1i(t-1) + α3lnX2it + µ1it  ................……(3.5) 
lnY2it  = lnβ0 + β1Y1it + µ2it .............................................................(3.6) 
Selanjutnya subtitusi persamaaan 3.5 ke persamaan 3.6, sehingga 
didapatkan persamaan baru sebagai berikut: 
lnY2 it  = lnβ0 + β1 (lnα0 + α1lnX1it + α2lnX1i(t-1) + α3lnX2it +µ1it )+ µ2it 
lnY2 it = lnβ0 + β1lnα0 + β1α1lnX1it + β1α2lnX1i(t-1) + β1α3lnX2it + β1µ1it +  µ2it 
lnY2 = σ0 + σ1lnX1it + σ2lnX1i(t-1) + σ3lnX2it + µ3it     ........................... (3.7) 
dimana :  
Y1 = Pertumbuhan ekonomi dalam satuan (%),  
Y2 = Pendapatan asli daerah dalam satuan rupiah,  
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α0, ß0  =  Konstanta, 
α1, α2, α3, ß1 =  Koefisien Regresi, 
i =  daerah 
t = Tahun 
t-1 = Time Lag 1 tahun 
X1 =  Pengeluaran pemerintah dalam satuan rupiah, 
X1(t-1) =  Pengeluaran pemerintah (t-1) dalam satuan rupiah, 
X2 = Jumlah Tenaga kerja dalam satuan jiwa, 
µ =  Error term. 
σ0 = lnβ0 + β1 lnα0 
σ1 = β1α1 
σ2 = β1α2 
σ2 = β1α3 
µ3 it = β1µ1it + µ2it 
3.4 Pengujian Kriteria Statistik 
Gujarati (2003) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur 
yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol 
dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji 
statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis 
nol. Keputusan untuk mengolah Ho dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang 
diperoleh dari data yang ada.  
Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian 
koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien 




3.4.1  Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 
secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel 
dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F Tabel maka variabel-
variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Hipotesis yang digunakan : 
H0 = β1= β2= β3= β4=β5=β6=β7=0 
H1: minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 
2003). 




K = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta 
N = Jumlah observasi 
Pada tingkat signifikasi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan 
sebagai berikut : 
1. H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F Tabel, yang artinya 
variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak 
mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 
2. H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung > F Tabel, yang artinya 
variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi 
variabel yang dijelaskan secara signifikan. 
3.4.2    Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 
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terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah 
masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi 
pada variabel dependen secara nyata. 
Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen 
secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut: H0:ß1 = 0 tidak berpengaruh, 
H1:ß1> 0 berpengaruh positif, H1 : ß1< 0 berpengaruh negatif. Dimana ß1 adalah 
koefisien variable independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai 
ß dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variable X1 terhadap Y. Bila t-statistik > 
t-tabel maka Ho diterima (signifikan) dan jika F-statistik< F-tabel Ha ditolak (tidak 
signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti 
atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5’%. 
3.4.3   Koefisien Determinasi (R2) 
Imam Ghozali (2005) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R2)  ada 
intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan 
variasi variabel terikat. Nilai (R2 ) adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil 
(mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi 
adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 
model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah 
variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted 




3.5 Definisi Operasional  
1. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang 
berasal dari hasil penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
PAD yang sah kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya dari tahun 
2009-2012 dan dihitung dengan rupiah. 
2. Pertumbuhan ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB 
kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya atas dasar harga konstan 
tahun 2000, dari tahun 2009-2012 dan dihitung dengan satuan 
persen. 
3. Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan 
oleh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya dari tahun 
2009 – 2012 yang diukur dengan rupiah.  
4. Pengeluaran Pemerintah time lag 1 tahun 
Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan 
oleh pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan time lag 1 
tahun atau data mundur 1 tahun yang ada di Luwu Raya dari tahun 
2008 – 2011 yang diukur dengan rupiah.  
5. Jumlah Tenaga kerja 
Jumlah Tenaga kerja adalah jumlah penduduk pada usia kerja yaitu 
antara 15-64 tahun dan sedang memiliki pekerjaan di kabupaten/kota 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
 Luwu Raya merupakan bagian dari propinsi di Sulawesi Selatan yang 
terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota, antara lain: 
a) Kabupaten Luwu 
 Kabupaten Luwu terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, 
dimana posisi Kabupaten Luwu terletak 2º.34’.45” – 3º.30’.30” LS dan 
120º.21’.15” – 121º.43’.11” BT. Secara administratif, Kabupaten Luwu memiliki 
batas sebagai berikut:  
- Sebelah Utara  : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo  
- Sebelah Timur   : Teluk Bone  
- Sebelah Selatan  : Kota Palopo dan Kabupaten Wajo  
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara,           
Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap. 
 Kabupaten Luwu terbagi atas 22 wilayah kecamatan dan 227 
Desa/Kelurahan dimana Ibukota Kabupaten adalah Kota Belopa (terdiri dari 
Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara). Kecamatan Latimojong 
merupakan kecamatan yang terluas jika dibandingkan dengan kecamatan 
lainnya di Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 Km2 atau 15,59%. Sedangkan 
wilayah kecamatan dengan luas yang paling kecil adalah Kecamatan Lamasi 
dengan luas 42,2 Km2 atau 1,41 %. 
b) Kabupaten Luwu Utara 
Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu Kabupaten di 
bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibu kota 
32 
 
Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 01° 53’ 019” - 02° 55’ 36” Lintang 
Selatan (LS) dan 119° 47’ 46” - 120° 37’ 44” Bujur Timur (BT) dengan batas-
batas administrasi:  
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sulawesi Tengah  
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Luwu & Teluk Bone  
- Sebelah Barat  : berbatasan dengan Prov. Sulawesi Barat  
- Sebelah Timur  : berbatasan dengan Luwu Timur  
Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar 7.843,57 Km² terbagi dalam 
12 kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan yang terdiri dari 4 kelurahan 
dan 169 desa. Dan terdapat 8 sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten 
Luwu Utara. Dan sungai terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang 
108 Km. Serta curah hujan beragam rata-rata selama tahun 2010. 
Diantara 12 Kecamatan, Kecamatan seko kerupakan Kecamatan yang 
terluas dengan luas 2.109,19 Km² atau 28,11 % dari total wilayah Kabupaten 
Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang terletak paling jauh dari 
Ibukota Kabupaten Luwu Utara , yakni berjarak 198 Km. Urutan kedua ádala 
Kecamatan Rampi dengan luas 1.565,65 Km² atau 20,87 % dan yang paling 
sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas wilayah 
93,75Km² atau 1,25 % dan pada tahun 2012 di bentuk satu kecamatan baru. 
c) Kabupaten Luwu Timur 
Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru sebagai hasil 
pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara.  Secara definitif Kabupaten Luwu Timur 
terbentuk  pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 




Kabupaten Luwu Timur terletak antara antara 2o  03’ 00’’ -  3 o 03’ 25’’ LS 
dan 119o  28’ 56’’ -  121 o 47’ 27’’ BT. Luas wilayah seluruhnya adalah 6.944,88 
km2 dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 11 kecamatan, 99 
Desa/Kelurahan. Adapun batas- batas wilayahnya sebagai berikut : 
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Poso Propinsi  Sulawesi 
Tengah  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Marowali Propinsi 
Sulawesi Tengah,  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kendari dan Kabupaten Kolaka 
Propinsi Sulawesi Tenggara. 
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Propinsi 
Sulawesi Selatan. 
Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km2 atau sekitar 
10,82 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada diketinggian 0 – 1.230 m 
diatas permukaan laut (dpl). Curah hujan berkisar  antara 2.800 s/d 3.980 
mm/tahun dengan distribusi bulanan yag cukup merata. Dengan demikian, dari 
segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk 
pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian. 
d) Kota Palopo 
Secara geografis Kota Palopo terletak pada koordinat 20530150 - 
30040080 Lintang Selatan dan 1200030100 - 1200140340 Bujur Timur dengan 
luas wilayah sekitar 247,52 Km2, atau sekitar 0,39% dari luas wilayah Propinsi 
Sulawesi Selatan dengan batas batas administrasi sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Kabupaten Luwu 
Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu 
Sebelah Timur  : Teluk Bone 
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Sebelah Barat  : Kabupaten Tana Toraja 
Kondisi geografis Kota Palopo merupakan dataran rendah dengan 
bentangan daerah pesisir pantai kurang lebih 20 Km, sekitar 62,4% dari luas 
wilayah Kota Palopo adalah merupakan daerah dengan ketinggian antara 0-
500m dari permukaan laut, 24,76% 
Kepadatan penduduk pada tahun 2006 mencapai 541 jiwa/km, yang 
tersebar ke dalam 9 (sembilan) Kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) 
Kelurahan. Distribusi tingkat kepadatan penduduk tidak merata dimana terdapat 
tiga Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas 1.000 jiwa 
/km2, yaitu Kecamatan Wara dengan tingkat kepadatan tertinggi 1.967 jiwa / 
km2, Kecamatan Wara Timur dengan kepadatan 1.931 jiwa/km2 dan Kecamatan 
wara Utara dengan kepadatan 1.607 jiwa/km. Terdapat 2 (dua) Kecamatan 
dengan tingkat kepadatan sedang yakni Kecamatan Wara Selatan dengan 
tingkat kepadatan 973 jiwa/km2 dan Kecamatan Bara dengan kepadatan 871 
jiwa/km2, sedangkan 4 (empat) Kecamatan lainnya memiliki tingkat kepadatan 
penduduk rendah yakni Kecamatan Telluwanua dengan kepadatan 392 jiwa/km2, 
Kecamatan Sendana dengan kepadatan 207 jiwa/km2, Kecamatan Wara Barat 
dengan kepadatan 178 jiwa/km2 dan Kecamatan Mungkajang dengan kepadatan 
173 jiwa/km2. 
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian 
4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di 
Luwu raya Tahun 2009-2012 
 Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-
sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. 
Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh 
karenanya kemampuan melaksanaan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi 
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yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar 
kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD 
berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 
pemerintah daerah. 
 Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber 
penerimaan keuangan negara disamping lainnya berupa dana perimbangan, 
pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun 
sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan 
pemerintah didaerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun 
tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak 
seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaiman dikatakan oleh Mardiasmo 
(2000) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi 
keuangan suatu pemerintah daerah. 
 Berikut adalah gambar perkembangan pendapatan asli daerah 
kabupaten/kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012. 
Gambar 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di 
Luwu Raya Tahun 2009-2012 
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 Gambar 4.1, menggambarkan perkembangan pendapatan asli daerah 
kabupatten/kota di Luwu Raya tahun 2009-2012, dimana selama kurung waktu 
tersebut pendapatan asli derah di kabupaten/kota sebagian besar menunjukkan 
trend peningkatan meskipun peningkatan masih relatif kecil di beberapan daerah, 
kecuali kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan yang cukup besar 
dari tahun ketahun kecuali tahun 2010 yang mengalami penurunan yang 
signifikan dari tahun 2009 sebesar Rp64.807.549.036,00 menjadi 
Rp59.143.942.602,28 pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 kembali 
menunjukkan peningkatan sebesa Rp64.107.149.333,16 begitupun dengan 
tahun 2012 yang juga mengalami peningkatan yang jauh lebih besar yakni 
sebesar Rp98.100.075.156,43.  
Berbeda dengan Kabupaten Luwu yang memiliki pendapatan asli daerah 
terendah dibanding dengan daerah lainnya, pendapatan asli daerah Kabupaten 
Luwu menunjukkan trend yang tidak stabil, tahun 2010 mengalami penurunan 
menjadi Rp17.930.679.544,81 dari tahun 2009 sebesar Rp19.337.923.976,93 
dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat kecil pada tahun 2011 
menjadi sebesar Rp18.318.366.436,00, tetapi tahun 2012 menunjukkan 
peningkatan yang cukup baik sekaligus sebagai peningkatan yang tertinggi 
dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp29.583.619.059,36. Sementara itu 
Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo mengalami peningkatan pendapatan 
asli daerah tiap tahunnya selama tahun 2009-2012. 
4.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Luwu raya 
Tahun 2009-2012 
Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat daerah pada suatu 
waktu tertentu dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Dalam artian bahwa 
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semakin maju perekonomian suatu daerah, maka kesejahteraannya akan 
meningkat juga. Meskipun dalam kondisi ini perlu mendapat kajian yang lebih 
mendalam lagi.  
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar 
harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibanding dengan 
nilai tahun sebelumnya. Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan 
untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur 
merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Untuk melihat bagaimana perkembangan 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Luwu Raya, terdapat pada gambar 
berikut ini. 
Gambar 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di 












   Sumber : Badan Pusat Statistik 
Gambar 4.2, menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi 
Luwu Raya tahun 2009-2012, dimana kurun waktu tersebut menunjukkan 
2009 2010 2011 2012
Luwu 6,82 6,95 7,47 7,49
Luwu Utara 6,68 5,93 7,29 8,03
Luwu Timur -4,04 15,39 -5,33 2,94





















pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, sebagian besar menunjukkan trend 
peningkatan di beberapa tahun meskipun peningkatan masih relatif kecil, kecuali 
Kabupaten Luwu Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kurang baik 
yang ditandai dengan pertumbuhan yang menurun pada tahun 2009 sebesar  
-0,04% dan tahun 2011 sebesar -5,33%. Sementara itu Kota Palopo 
menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik walaupun mengalami 
penurunan pada tahun 2010 menjadi 7,29% tetapi kemudian mengalami 
peningkatan ditahun tahun berikutnya sekaligus Kota Palopo sebagai daerah 
dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi di Luwu Raya. 
4.2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Luwu 
Raya Tahun 2009-2012 
Pengeluaran Pemerintah daerah merupakan kebijakkan keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam 
negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, 
pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. 
Disisi lain anggaran dapat pula menjadi saran bagi pihak tertentu untuk melihat 
atau mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah. 
Dalam pembahasan sebelumnya memperlihatkan bahwa kenaikan  
pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi nasional 
yang lebih besar,artinya semakin besar pengeluaran pemerintah makan akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat sejauh mana perkembangan 
pengeluaran pemerintah untuk masing-masing daerah di Luwu Raya dapat dilihat 




Gambar 4.3, Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Luwu Raya Tahun 2009-2012 
 
Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten/Kota 
 Pada Gambar 4.3, dimana realisali pengeluaran pemerintah tahun 2009-
2012 rata-rata daerah menunjukkan perkembangan yang masih  mengalami 
fluktuatif. Tetapi tidak pada Kabupaten Luwu Utara yang terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2009 sebesar 
Rp492.273.000.000,00, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2010 yakni 
menjadi Rp496.175.340.000,00. Selanjutnya angka pada tahun 2011 
menunjukkan peningkatan yang sedikit besar Rp667.998.613.239,46, ditahun 
berikutnya yakni tahun 2012 kembali mengalami peningkatan yang kecil menjadi 
Rp693.210.130.000,00. Sementara itu Kabupaten Luwu Timur yang memliki 
jumlah terbesar pada tahun 2009 yakni sebesar Rp725.998.675.865,00, 
mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2010 menjadi 
Rp516.006.469.440,00, tetapi tahun-tahun berikutnya terus mengalami 


















 Hal perlu diperhatikan dalam perekonomian adalah jarang terdapat reaksi 
yang ditimbulkan oleh suatu aksi secara seketika. Namun, hal ini memerlukan 
selang waktu atau time lag (kelambanan) (Gujarati2003). Realisasi pengeluaran 
pemerintah tidak dapat langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ditahun 
yang sama. Maka untuk melihat efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi 
dibutuhkan adanya “time lag”. 
 Maka pada penelitian ini menggunakan time lag data yang digunakan 
mundur 1 tahun (tahun sebelumnya). Jadi data untuk tahun 2008 digunakan 
untuk tahun 2009 dan seterusnya, sehingga diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 4.1, Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 






2009 LUWU 473.355.090.930,50 
2010 LUWU 463.240.183.542,00 
2011 LUWU 538.923.160.739,00 
2012 LUWU 669.738.417.294,00 
2009 LUWU UTARA 442.333.000.000,00 
2010 LUWU UTARA 492.273.000.000,00 
2011 LUWU UTARA 496.175.340.000,00 
2012 LUWU UTARA 667.998.613.239,46 
2009 LUWU TIMUR 563.672.762.327,00 
2010 LUWU TIMUR 725.998.675.865,00 
2011 LUWU TIMUR 516.006.469.440,00 
2012 LUWU TIMUR 579.555.754.672,00 
2009 PALOPO 359.254.921.921,51 
2010 PALOPO 386.056.041.480,00 
2011 PALOPO 383.663.586.120,00 
2012 PALOPO 498.403.458.000,00 
Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten/Kota 
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4.2.4 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Luwu raya 
Tahun 2009-2012 
Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah 
angkatan kerja di suatu daerah merupakan faktor yang positif dalam merangsang 
pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin banyak jumlah angkatan kerja 
yang bekerja maka tenaga kerja tersebut semakin produktif yang pada akhirnya 
bisa meningkatkan output daerah. 
 Berdasarkan hasil survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), yang 
dilakukan di propinsi Sulawesi Selatan tercatat penduduk yang berada di 
kabupaten/kota yang termasuk angkatan kerja dan sedang bekerja periode tahun 
2009-2012 cenderung mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada 
gambar 4.4. 
Gambar 4.4, Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Luwu 
Raya Tahun 2009-2012 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
2009 2010 2011 2012
Luwu 112.982 129.119 134.791 118.667
Luwu Utara 123.826 124.319 120.961 121.584
Luwu Timur 90.064 105.898 103.754 101.769


















 Berdasarkan gambar 4.4, menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja 
yang termasuk dalam kategori bekerja pada setiap daerah  mengalami fluktuatif. 
Jumlah rata-rata tenaga kerja di daerah menunjukkan trend yang kurang baik, 
peningkatan tenaga kerja tiap tahun tidak mengalami penambahan tenaga kerja 
yang cukup signifikan. Berarapa daerah justru mengalami penurunan jumlah 
tenaga kerja. Kabupaten Luwu yang cenderung memiliki tenaga kerja terbanyak 
pada tahun 2009 sampai  2010 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan 
jumlah tenaga kerja 112.982 jiwa (2009) dan 139.791 jiwa (2011) tetapi 
mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 118.667 jiwa. Sementara itu 
Kota Palopo yang memiliki tenaga kerja terendah dibanding daerah lainnya 
tercatat pada tahun 2009 sebesar 55.906 jiwa mengalami penurunan menjadi 
55.239 jiwa di tahun 2010, kemudian meningkat cukup baik di tahun 2011 
menjad 58.139 jiwa tetapi kembali mengalami penurunan ditahun berikutnya 
menjadi 55.973. 
4.3 Analisis Data 
Pendekatan yang dialkukan dalam penelitian ini adalah dengan 
pendekatan ekonometrika dengan metode kuantitatif menggunakan pemodelan 
regresi linear berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan 
hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dengan menggunakan data panel selama periode 2009-2012 dengan 
metode Panel Least Square (PLS). Perhitungan dalam penelitian ini 
menggunakan program Eviews 7.0 yang membantu dalam pengujian model 





4.4 Hasil Penelitian 
4.4.1 Hasil Penelitian Model Y1 
4.4.1.1 Penaksiran Model 
Analisis regresi digunakan untuk mengestimasi apakah pengeluaran 
pemerintah, pengeluaran pemerintah (t-1) dan jumlah tenaga kerja berpengaruh 
terhadap pertumbuahan ekonomi di Luwu Raya tahun 2009 – 2012 maka terlebih 
dahulu dilakukan uji penaksiran model, pengujian yang dilakukan meliputi : 
1. Common Effect Model dan Fixed Effect Model  
Untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan, maka 
digunakan uji F-Restriced dengan membandingkan F-statistik dan F-tabel terlebih 
dahulu dibuat hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
H0 : Model PLS (Restriced) 
H1 : Model FEM (Unrestriced) 
 Dari Hasil Regresi Berdasarkan metode fixed Effect dan Pooled Least 
Square menggunakan uji chou diperoleh nilai F-statistik adalah 4,23 dengan nilai 
tabel pada df (3,9) α = 0,05 adalah 3,86, sehingga F-statistik ˃ F-tabel, maka H0 
ditolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect Model. 
2. Fixed Effect Model dan Random Effect Model  
Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah fixed effect 
model, model data panel masih harus dibandingkan lagi antara Fixed Model 
Effect dengan Random Effect.  
 Dari Hasil Regresi diperoleh hasil pengujian Housman untuk Random 
Effect dengan Fixed Effect diperoleh Probabilitas Cross section random sebesar 
0,0053 dimana α = 0,05 lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa model 




4.4.1.2 Hasil Estimasi 
Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah (X1), pengeluaran 
pemerintah (X1(t-1)) dan jumlah tenaga kerja (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi 
(Y1) di kabupaten/kota Luwu Raya tahun 2009-2012 maka disajikan hasil 
perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program Eviews 7.0 
pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 
Hasil Estimasi Melalui Model Pooled Least Square 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -516.1520 275.6924 -1.872203 0.0940 
X1 -15.46469 6.521235 -2.371436 0.0418 
X1(t-1) 22.96582 6.957790 3.300734 0.0092 
X2 28.01103 17.61329 1.590335 0.1462 
LUWU -6.325807    
LUWU UTARA -5.673645    
LUWU TIMUR -6.766578    
PALOPO 18.76603    
R-squared 0.710235 
Adjusted R-squared 0.517058 
F-statistic 3.676602 
Prob(F-statistic) 0.039614    
     
     
Sumber : Data Sekunder yang diolah daeri Eviews 7. 
Hasil regresi pada tabel 4.2, pengaruh variabel pengeluaran pemerintah 
(X1), pengeluaran pemerintah (X1(t-1)), dan jumlah tenaga kerja (X2) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Y1) di Luwu Raya tahun 2009 - 2012  adalah: 
Ŷ1it = lnα0 + α1lnX1it + α2lnX1i(t-1) + α3lnX2it + µ1it   
Ŷ1it = -516.1520 - 15.46469 lnX1it + 22.96582 lnX1i(t-1) + 28.01103 lnX2it  
Ŷ1it(L) = -6.325807 - 15.46469 lnX1it + 22.96582 lnX1i(t-1) + 28.01103 lnX2it  
Ŷ1it(LU) = -5.673645 - 15.46469 lnX1it + 22.96582 lnX1i(t-1) + 28.01103 lnX2it  
Ŷ1it(LT) = -6.766578 - 15.46469 lnX1it + 22.96582 lnX1i(t-1) + 28.01103 lnX2it  
Ŷ1it(P) = 18.76603- 15.46469 lnX1it + 22.96582 lnX1i(t-1) + 28.01103 lnX2it + µ1it 
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4.4.1.3  Pengujian Hipotesis 
 Dari hasil regresi pada tabel 4.2, pengaruh variabel pengeluaran 
pemerintah (X1), pengeluaran pemerintah (X1(t-1)), dan jumlah tenaga kerja (X2) 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) diperoleh dengan nilai sebesar R2 0.710235. 
Hal ini berarti variabel-variabel independen (bebas) yaitu, pengeluaran 
pemerintah (X1t), pengeluaran pemerintah ((X1(t-1)) dan jumlah tenaga kerja (X2) 
menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi (Y1) di kabupaten/kota Luwu Raya 
sebesar 71%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model 
sebesar 29%. 
 Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen didalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh pengeluaran pemerintah (X1t), 
pengeluaran pemerintah (X1(t-1)) dan jumlah tenaga kerja (X2) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Luwu Raya dengan menggunakan 
taraf keyakinan 95% (α = 0,5), dari regresi pada Tabel 4.2 diperoleh Prob(F-
statistic) sebesar 0,03, Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi pada Tabel 
4.2 adalah fit. 
 Uji signifikasi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikasi pengaruh 
variabel independen secara indvidu terhadap variabel dependen. Parameter 
yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan 
berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t-statistik lebih ˃ nilai t-tabel 
atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari 
alpha (α) 1%, 5%, atau 10%. Pengaruh pengeluaran pemerintah (X1), 
pengeluaran pemerintah (X1(t-1)) dan jumlah tenaga kerja (X2) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Luwu Raya dengan menggunakan 
taraf keyakinan 95% (α = 0,05) dan degree of freedom (df = n-k = 16-4 = 12) 
diperoleh t-tabel sebesar 1,782. Dari Tabel 4.2 di atas, dapat diinterpretasikan 
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bahwa secara individu dan jumlah tenaga kerja (X2) tidak signifikan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y1), sedangkan pengeluaran pemerintah 
(X1) dan pengeluaran pemeritah (X1(t-1)) signifikan mempengaruhi  pertumbuhan 
ekonomi (Y1). 
4.4.1.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan  
4.4.1.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah (t-1) 
dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
 Berdasarkan Tabel 4.4 dengan melihat masing-masih koefisien regresi 
kabupaten/kota di Luwu Raya didapatkan bahwa untuk Kabupaten Luwu sebesar -
6,32, Kabupaten Luwu Utara sebesar -5,67, Kabupaten Luwu Timur -6,76 dan 
Kota Palopo sebesar 18,76. Untuk Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur 
menunjukkan angka koefisien hampir sama sedangkan Palopo menunjukkan 
perbedaan yang cukup menonjol. Adanya perbedaan yang terjadi ini disebabkan 
karena adanya pemekaran wilayah yang masih tergolong baru. Luwu, Luwu Utara 
dan Luwu Timur adalah kabupaten yang berasal dari pemekaran, deerah dengan 
hasil pemekaran seperti ini umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih 
rendah dan dianggap baru memulai untuk mandiri  membangun daerahnya.  
 Berbeda dengan Kota Palopo yang menunjukkan angka positif dan cukup 
besar pada koefisienya. Kota Palopo yang awalnya bergabung dengan Kabupaten 
Luwu dan merupakan ibu kota Kabupaten Luwu memisahkan diri dan membentuk 
kota madya. Kota yang umumnya adalah merupakan daerah dimana pusat 
perdagangan, tenaga kerja yang besar,  Industri, fasilitas publik yang memadai 
dan baik, investasi yang besar dan sebagainya akan menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang baik bahkan tinggi. Kota juga merupakan pusat perekonomian yang 
lebih besar dibandingkan dengan kabupaten. Hal ini sama dengan  Palopo yang 
merupakan sebuah kota yang sudah ada jauh sebelumnya sehingga bisa disebut 
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kota yang sudah mandiri sejak lama,  sehingga wajar Kota Palopo menunjukkan 
koefisien yang positif dan besar. 
4.4.1.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
 Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah  
berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi di 
kabupaten/kota di Luwu Raya. Hal ini terlihat pada Tabel 4.4 yang menunjukkan 
nilai probabilitasnya kurang dari 5% (0,05) yaitu 0,04 
4.4.1.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-1) Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (t-1) atau 
dengan menggunakan data time lag 1 tahun secara signifikan berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Luwu Raya. Hal ini 
terlihat pada Tabel 4.4 yang menunjukkan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 
0.0092 (kurang dari 5%) dan nilai koefisien X1t-1 menunjukkan angka 22.96, 
artinya setiap kenaikan sebesar 1% pengeluaran pemerintah maka akan 
mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 22.96%. Sebaliknya 
apabila pengeluaran pemerintah turun sebesar 1% maka akan mengakibatkan 
penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 22.96%. 
 
4.4.1.4.4 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
kabupaten/kota di Luwu Raya. Hal ini terlihat pada Tabel 4.4 nilai probabilitasnya 
lebih dari 5% (0,05) yaitu 0.1462. Variabel tenaga kerja tidak sesuai dengan 
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hipotesis penelitian bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Luwu Raya. 
4.4.2 Hasil Penelitian Model Y2 
4.4.2.1 Penaksiran Model 
1. Common Effect Model dan Fixed Effect Model  
 Dari Hasil Regresi Berdasarkan metode fixed Effect dan Pooled Least 
Square dengan menggunakan uji chou diperoleh nilai F-statistik adalah 10,08 
dengan nilai tabel pada df (3,11) α = 0,05 adalah 3,59, sehingga F-statistik ˃ F-
tabel, maka H0 ditolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect 
Model. 
2. Fixed Effect Model dan Random Effect Model  
 Dari Hasil Regresi diperoleh hasil pengujian Housman untuk Random 
Effect dengan Fixed Effect diperoleh Probabilitas Cross section random sebesar 
0,0034 dimana α = 0,05 lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa model 
yang dapat digunakan adalah Fixed Effect Model. 
4.4.2.2 Hasil Estimasi 
Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap 
pendapatan asli daerah (Y2) di kabupaten/kota Luwu Raya tahun 2009-2012 
maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan 





Hasil Estimasi Melalui Model Pooled Least Square 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 22.66104 11.18038 2.026857 0.0676 
Y1 0.003052 0.021408 0.142589 0.8892 
LUWU -0.499320    
LUWU UTARA -0.085091    
LUWU TIMUR 0.729325    
PALOPO -0.144913    
R-squared 0.785279 
Adjusted R-squared 0.707199 
F-statistic 10.05731 
Prob(F-statistic) 0.001125    
     
     
Sumber : Data Sekunder yang diolah daeri Eviews 7. 
Hasil regresi pada tabel 4.3 pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y1) 
terhadap pendapatan asli daerah di Luwu Raya tahun 2009 - 2012  adalah: 
lnŶ2it   = lnβ0 + β1Y1it 
lnŶ2it  = 22.66104 + 0.003052 Y1it 
lnŶ2it(L)  = -0.499320 + 0.003052 Y1it  
lnŶ2it(LU) = -0.085091 + 0.003052 Y1it  
lnŶ2it(LT) = 0.729325+ 0.003052 Y1it  
lnŶ2it(P)  = -0.144913 + 0.003052 Y1it  
4.4.2.3 Pengujian Hipotesis 
Dari hasil regresi pada tabel 4.3, pengaruh variabel pertumbuhan 
ekonomi (Y1) terhadap pendapatan asli daerah (Y2) diperoleh dengan nilai 
sebesar R2 0,78 Hal ini berarti variabel-variabel independen (bebas) yaitu 
pertumbuhan ekonomi (Y1)  menjelaskan variasi pendapatan asli daerah (Y2) di 
kabupaten/kota Luwu Raya sebesar 78%. Adapun sisanya variasi variabel yang 
lain dijelaskan diluar model sebesar 22%. 
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 Pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap pendapatan asli daerah 
(Y2 kabupaten/kota di Luwu Raya dengan menggunakan taraf keyakinan 95% (α 
= 0,05) degree of freedom (df1 = k-1 = 2-1 = 1) dan (df2 = n-k = 16-2 = 14) 
diperoleh F-tabel sebesar 4,6. Dari regresi pada Tabel 4.3 Prob(F-statistic) 
sebesar 0.001, Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi pada Tabel 4.3 
adalah fit. 
Pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap pendapatan asli daerah 
(Y2) kabupaten/kota di Luwu Raya dengan menggunakan taraf keyakinan 95% (α 
= 0,05) dan degree of freedom (df = n-k = 16-2 = 14) diperoleh t-tabel sebesar 
1,761. Dari hasil regresi tabel 4.7 diperoleh t-statistik sebesar 0,14, maka t-
statistik < t-tabel (0,14 < 1,761). Jadi dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan 
ekonomi (Y1), tidak signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y2). 
4.4.2.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.3 didapatkan hasil koefisien 
regresi untuk masing-masing kabupaten/kota. Untuk koefisien regresi Kabupaten 
Luwu,  Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo yakni masing-masing sebesar  (-
0,49, -0,08 dan -0,14) menunjukkan nilai yang negatif. 
Hasil lain ditunjukkan oleh Kabupaten Luwu Timur dimana nilai koefisien  
regresinya sebesar 0,73 dan bernilai positif. Kabupaten Luwu Timur merupakan 
daerah yang mempunyai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang 
berasal dari hasil pertambangan yang cukup besar. Luwu Timur mempunyai 
pertambangan nikel yang cukup besar sebagai aset terbesar penyumbang 
pendapatan asli daerah. Ketika Luwu Timur mangalami masalah dalam 
pertumbuhan ekonominya, hal ini tidak akan langsung berdampak cukup besar 
terhadap penerimaan pendapatan asli daerahnya. Berbeda dengan Luwu, Luwu 
Utara dan Palopo yang umumnya tidak mempunyai hasil pertambangan yang 
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cukup besar, ketika mengalami masalah dengan pertumbuhan ekonomi,  
kemungkinan akan langsung berdampank pada penerimaan pendapatan asli 
daerah sebab tidak ada sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar untuk 
mengcovernya. 
4.4.2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah  
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif dan tidak  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah di 
kabupaten/kota di Luwu Raya. Hal ini terlihat pada Tabel 4.3 yang menunjukkan 
nilai t-statistik (0,14) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,761) atau nilai probabilitasnya 
lebih dari 5% (0,05) yaitu 0,8892. 
4.4.3 Pengaruh Ekonomi Makro Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
4.4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi 
 Dari hasil estimasi pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 
pendapatan asli daerah dan didapatkan hasil koefisien regresi sebesar -0,046, 
sehingga disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi 
pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai 
dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan 
ekonomi.  
Untuk Pengeluaran pemerintah yang dilakukan lebih cenderung untuk 
pengeluaran disektor yang produktif yang langsung berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Tetapi dengan melihat hasil yang ada pengaruh yang 
dihasilkan tidak terlalu cukup besar. Untuk dapat merasakan pengaruh yang 
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cukup besar memang memerlukan waktu beberapa tahun kemudian sehingga 
dapat terjadi. 
Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara 
sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap 
awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk 
menyediakan infrastruktur seperti saran jalan, kesehatan, pendidikam dan lain-
lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, invetasi tetap diperlukan 
untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan invetasi disektor swasta  sudah 
mulai berkembang. Pada tahap lanjut pengeluaran pemerintah tetap diperlukan 
utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan 
pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya.  
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di kabupaten/kota  Luwu 
Raya ini bahwa pengeluaran pemerintah tidak langsung mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi secara cepat tetapi memerlukan proses dan waktu yang 
berjangka agar dapat berpengaruh maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Melihat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Luwu Raya justu tidak 
berdampak pada pendapatan asli daerah, Barata (2004) mengatakan bahwa 
upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti 
apabila  tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian 
semakin tingginya pertumbuhan ekonomi  akan meningkatkan pendapatan yang 
diterima pemerintah daerah. Sementara itu Saragih (2003) menyatakan 
peningkatan pendapatan daerah mempunyai ekses dari pertumbuhan ekonomi. 
Namun, dalam penelitian ini menemukan hasil yang lain bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang positif berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap pendapatan asli daerah tidak sejalan dengan teori yang ada. Kebijakan 
pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningatan kapasitas fiskal sebagai 
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cerminan dari kesungguhan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan 
sumber-sumber potensi daerah untuk mewujudkan otonomi yang diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang didukung 
dengan penguatan keuangan daerah.  
 Kebijakan untuk setiap komponen pendapatan daerah diarahkan pada 
intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan dari setiap sumber dana. Tidak 
bepengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Luwu 
Raya dapat dilihat dari sisi potensi pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan 
daerah yang masih belum optimal dikarenakan sejumlah kendala antara lain; 
belum terdatanya semua objek dan wajib pajak daerah, retribusi daerah, serta 
lain-lain pendapatan daerah yang sah dan yang terpenting adalah masih 
kurangnya upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi terhadap sumber-
sumber pendapatan asli daerah. 
4.4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-1) Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi 
Dari hasil estimasi pengeluaran pemerintah (t-1) berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 
pendapatan asli daerah dan didapatkan hasil koefisien regresi sebesar 0,068, 
sehingga disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah (t-1) tidak mempengaruhi 
pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai 
dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah (t-1) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui 
pertumbuhan ekonomi. 
Berdasarkan perbandingan dengan pengeluaran pemerintah (X1) dengan 
pengeluaran pemerintah (X1(t-1)) atau dengan menggunakan time lag didapatkan 
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bahwa pengaruhnya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi akan terjadi 
setelah adanya selang waktu kemudian.  
Pengeluaran pemerintah yang dilakukan di Luwu Raya menujukkan hasil 
yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran yang dilakukan 
pemerintah lebih banyak dilakukan pada sektor yang produkif, seperti 
pengeluaran pada sektor pembangunan/modal, yang tentunya akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Selain itu jumlah pengeluaran pemerintah yang di 
lakukan pemerintah kabupaten/kota di Luwu Raya rata-rata mengalami 
peningkatan yang cukup besar tiap tahunnya, sehingga semakin besar 
pengeluaran yang dikeluarkan maka akan terus berpotensi meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. 
Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari 
identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G + (X-M) yang 
merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi 
campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat 
ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan 
menaikan atau menurunkan pendapatan nasional. 
Dorn busch dan fischer (1987) memperlihatkan bahwa kenaikan  
pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi nasional 
yang lebih besar. Tetapi dengan pengaruh pengeluaran pemerintah yang baik 
tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah apabila tidak ada 
upaya dari pemerintah untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. 
4.4.3.3 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Melalui Pertumbuhan Ekonomi 
  Dari hasil estimasi jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 
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pendapatan asli daerah dan didapatkan hasil koefisien regresi sebesar 0,084, 
sehingga disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi 
pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai 
dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan 
ekonomi. 
Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel jumlah tenaga kerja  
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Luwu. 
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya menunjukkan trend yang 
cukup baik dimana rata-rata daerah mengalami peningkatan pertumbuhan 
ekonomi tiap tahunnnya, tetapi kondisi lain terjadi pada jumlah tenaga kerja yang 
ada, dimana rata-rata daerah mengalami perkembangan peningkatan jumlah 
tenaga kerja yang kurang baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik 
tetap harus didukung dengan ketersediaan tenaga tenaga kerja baik itu tenaga 
ahli maupun tenaga kasar (buruh). Kurangnya ketersediaan lapangan kerja 
ditambah dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus meningktat 
merupakan penyebab tidak berpengaruhnya jumlah tenaga kerja terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya. 
 (Kuncoro, 2004) Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan 
gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar 
lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya 
total produksi di suatu daerah. 
Selain itu faktor penyebab lain adalah jumlah tenaga kerja dengan 
produktifitas dan kualitas yang rendah merupakan salah satu pengahambat 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Luwu Raya.  
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Berdasarkan data distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto 
atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2008-2012, rata-rata di Luwu Raya 
lapangan usaha yang paling mendominasi adalah sektor pertanian. Sektor 
pertanian merupakan sektor yang menggunakan tenaga kerja yang cukup 
banyak, tetapi melihat kondisi yang ada setiap tahunnya ketersediaan lahan yang 
terus berkurang ditambah peningkatan jumlah angkatan kerja yang terus 
meningkat merupakan masalah baru. Hal ini akan menyebabkan kelebihan  lain 
tetapi dengan kualitas yang rendah terpaksa harus bekerja pada sektor pertanian 
karena tidak adanya pilihan lain.  
 Adanya beberapa faktor yang menyebabkan jumlah tenaga kerja tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan diatas dan 
kurang upayanya pemerintah dalam melakukan optimalisasi dalam peningkatan 
pendapatan asli daerah merupakan penyebab tidak berpengaruhnya  jumlah 







5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan. 
Pengeluaran pemerintah yang dilakukan pada tahun yang sama 
cenderung tidak akan menimbulkan pengaruh secara mkasimal 
terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Luwu Raya..  
b. Pengeluaran pemerintah dengan menggunakan time lag 1 tahun 
berpengaruh positif dan signifikan. Pengeluaran pemerintah baru 
akan terasa pengaruhnya secara besar terhadap pertumbuhan 
ekonomi setelah selang beberapa waktu kemudian.  
c. Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan. Jumlah tenaga 
kerja dengan produktivitas  yang rendahi tidak akan meberikan 
kontribusi yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
kabupaten/kota di Luwu Raya. 
d. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 
Pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpengaruh meningkatkan 
pendapatan asli daerah, tetapi pertumbuhan ekonomi yang positif 
bisa tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah apabila 
tidak ada upaya yang maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli 





 Adapun saran untuk hasil penelitian ini adalah: 
a. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota 
di Luwu Raya, pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya 
sektor yang lebih produktif, Pemerintah juga harus sengguh-sungguh 
dalam mangambil kebijakan serta melakukan pengawasan, 
khususnya di bidang pengeluaran pemerintah 
b. Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi penggunaaan tenaga 
kerja harus pada sektor yang produktif. Selain itu peningkatan 
kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan kualitas tenaga 
kerja yang baik dan produktif, oleh karena pemerintah harusnya aktif 
penuh dalam mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, 
menghasilkan lapangan kerja baru sehingga akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara positif. 
c. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan 
kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah. 
Pemerintah dan masyarakat harus beperan dalam peningkatan ini. 
Oleh karena itu pemerintah harus melakukan upaya dalam 
melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, banyak cara yang 
bisa ditempuh pemerintah untuk ini, antara lain menemukan sumber 
PAD baru, mengoptimalkan sumber PAD yang sudah ada, 
melakukan pengaturan retribusi yang dianggap masih kurang, 
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta 
memperbaiki kinerja BUMD yang dianggap masih rendah. Untuk 
masyarakat sendiri harus memulai sadar dari diri sendiri akan peran 
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pajak dalam pembangunan, dengan membayar pajak akan 
mendorong perekonomian daerah dan manfaatnya akan kembali 
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Data Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di 














2009 LUWU 6,82 19.337.923.976.,93 463.240.183.542,00 473.355.090.930,50 112.982 
2010 LUWU 6,95 17.930.679.544,81 538.923.160.739,00 463.240.183.542,00 129.119 
2011 LUWU 7,47 18.318.366.436,00 669.748.417.294,00 538.923.160.739,00 134.791 
2012 LUWU 7,49 29.583.619.059,36 657.301.194.489,00 669.738.417.294,00 118.667 
2009 LUWU UTARA 6,68 20.966.296.139,86 492.273.000.000,00 442.333.000.000,00 123.826 
2010 LUWU UTARA 5,93 27.620.000.000,00 496.175.340.000,00 492.273.000.000,00 124.319 
2011 LUWU UTARA 7,29 36.350.000.000,00 667.998.613.239,46 496.175.340.000,00 120.961 
2012 LUWU UTARA 8,03 46.690.000.000,00 693.210.130.000,00 667.998.613.239,46 121.584 
2009 LUWU TIMUR -4,04 64.807.549.036,06 725.998.675.865,00 563.672.762.327,00 90.064 
2010 LUWU TIMUR 15,39 59.143.942.602,28 516.006.469.440,00 725.998.675.865,00 105.898 
2011 LUWU TIMUR -5,33 64.107.149.333,16 579.555.754.672,00 516.006.469.440,00 103.754 
2012 LUWU TIMUR 2,94 98.100.075.156,43 676.264.955.258,00 579.555.754.672,00 101.769 
2009 PALOPO 7,86 21.473.395.000,00 386.056.041.480,00 359.254.921.921,51 55.906 
2010 PALOPO 7,29 28.219.019.910,00 383.663.586.120,00 386.056.041.480,00 55.239 
2011 PALOPO 8,16 35.703.421.000,00 498.403.458.036,54 383.663.586.120,00 58.139 
2012 PALOPO 8,68 36.206.101.600,00 525.772.059.998,00 498.403.458.000,00 55.973 








Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu 2009-2012 
LAPANGAN USAHA 
LUWU 
2009 2010 2011 2012 
Pertanian 57,08 56,63 56,15 56,21 
Pertambangan/Penggalian 1,01 0,93 1,02 1,04 
Industri Pengolahan 9,66 9,35 8,85 8,38 
Listrik, Gas dan Air Bersih 0,22 0,23 0,24 0,27 
Bangunan 6,55 6,37 6,67 6,73 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 9,80 10,87 11,62 12,11 
Angkutan dan Komunikasi 1,84 1,91 1,98 2,15 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahanan 
2,29 2,64 2,71 2,84 
Jasa-Jasa 11,57 11,19 10,76 10,27 










Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara 2009-2012 
LAPANGAN USAHA 
LUWU UTARA 
2009 2010 2011 2012 
Pertanian 66,03 65,63 64,90 64,02 
Pertambangan/Penggalian 0,57 0,70 0,78 0,94 
Industri Pengolahan 3,22 3,28 3,21 3,23 
Listrik, Gas dan Air Bersih 0,51 0,55 0,58 0,66 
Bangunan 4,89 5,00 5,07 5,14 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 9,77 8,65 8,64 8,82 
Angkutan dan Komunikasi 2,36 2,42 2,67 2,80 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahanan 
5,40 5,59 5,94 6,46 
Jasa-Jasa 8,26 8,18 8,21 7,93 









Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Luwu Timur 2009-2012 
LAPANGAN USAHA 
LUWU TIMUR 
2009 2010 2011 2012 
Pertanian 18,25 15,67 15,47 16,25 
Pertambangan/Penggalian 70,88 73,31 73,56 71,63 
Industri Pengolahan 2,32 1,99 1,90 1,97 
Listrik, Gas dan Air Bersih 0,24 0,22 0,22 0,25 
Bangunan 0,51 0,49 0,45 0,55 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,89 1,66 1,62 1,80 
Angkutan dan Komunikasi 1,27 1,14 1,12 1,25 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahanan 
1,46 1,36 1,45 1,69 
Jasa-Jasa 3,18 4,17 4,23 4,61 









Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Palopo 2009-2012 
LAPANGAN USAHA 
PALOPO 
2009 2010 2011 2012 
Pertanian 29,05 25,79 21,85 21,23 
Pertambangan/Penggalian 0,16 0,16 0,15 0,15 
Industri Pengolahan 4,32 4,21 4,13 4,01 
Listrik, Gas dan Air Bersih 1,69 1,57 1,70 1,68 
Bangunan 10,12 10,36 11,22 24,53 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 19,73 21,79 23,38 22,90 
Angkutan dan Komunikasi 9,66 9,91 10,47 8,74 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahanan 
12,39 13,28 14,22 11,03 
Jasa-Jasa 13,09 12,92 12,87 11,34 







Hasil pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 untuk 
perhitungan statistik pengaruh X1, X1(t-1) dan X2 terhadap Y1 
Dependent Variable: Y1?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/09/14   Time: 19:15   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 4   
Total pool (balanced) observations: 16  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -516.1520 275.6924 -1.872203 0.0940 
X1? -15.46469 6.521235 -2.371436 0.0418 
X1t-1? 22.96582 6.957790 3.300734 0.0092 
X2? 28.01103 17.61329 1.590335 0.1462 
Fixed Effects 
(Cross)     
_LUWU--C -6.325807    
_LUWUUTARA--C -5.673645    
_LUWUTIMUR--C -6.766578    
_PALOPO--C 18.76603    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.710235    Mean dependent var 6.100625 
Adjusted R-squared 0.517058    S.D. dependent var 4.869799 
S.E. of regression 3.384220    Akaike info criterion 5.575760 
Sum squared resid 103.0765    Schwarz criterion 5.913768 
Log likelihood -37.60608    Hannan-Quinn criter. 5.593069 
F-statistic 3.676602    Durbin-Watson stat 3.783576 
Prob(F-statistic) 0.039614    
     
     







Hasil Estimasi Y1 (Ŷ1) Berdasarkan Cross/Wilayah 
KABUPATEN/KOTA TAHUN CROSS/WILAYAH 
LUWU 2009 521,5698281 
LUWU 2010 522,4731718 
LUWU 2011 523,7918215 
LUWU 2012 525,5040126 
LUWU UTARA 2009 522,2924162 
LUWU UTARA 2010 524,7382736 
LUWU UTARA 2011 519,554064 
LUWU UTARA 2012 525,9540819 
LUWU TUMUR 2009 511,8408851 
LUWU TUMUR 2010 527,4695861 
LUWU TUMUR 2011 517,259355 
LUWU TUMUR 2012 516,9990118 
PALOPO 2009 523,4386716 
PALOPO 2010 524,8510033 
PALOPO 2011 522,0952504 
PALOPO 2012 526,2139037 






Hasil pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 untuk 
perhitungan statistik pengaruh Y1 terhadap Y2 
 
Dependent Variable: Y2?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/21/14   Time: 09:52   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 4   
Total pool (balanced) observations: 16  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 22.66104 11.18038 2.026857 0.0676 
Y1? 0.003052 0.021408 0.142589 0.8892 
Fixed Effects 
(Cross)     
_LUWU--C -0.499320    
_LUWUUTARA--C -0.085091    
_LUWUTIMUR--C 0.729325    
_PALOPO--C -0.144913    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.785279    Mean dependent var 24.25521 
Adjusted R-squared 0.707199    S.D. dependent var 0.517108 
S.E. of regression 0.279813    Akaike info criterion 0.540917 
Sum squared resid 0.861249    Schwarz criterion 0.782351 
Log likelihood 0.672665    Hannan-Quinn criter. 0.553280 
F-statistic 10.05731    Durbin-Watson stat 1.123144 
Prob(F-statistic) 0.001125    
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